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BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGANSINEMBAH RAYA
DAN KECAMATANIBALAI JAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROK.FIN HILIR,

bahwa daiam rangka meningkatkan efektifitas datr

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,'peiaksanaalr
pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan

kembali wilayah administrasi pemerintahan di l{abupaten
Rokan Hilir;

bahwa dengan luas dan jauhnya rentang kendali sebagiar-r

wilayah Kecamatan Bagan Sinembah serta dalam rangka

mempercepat pelaksanaan pembangunan,

penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan

pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu

membentuk kecamatan baru daiam wilayah administratif
Kabupaten Rokan Hilir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditnaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

PembentukanKabupatenPelalawan,KabupatenRo]<atr
Huiu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, I{abupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten I(uantart

Sengingi, dan I(ota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun lggg Nomor 181, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikInclonesiaNomor3g02)sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaratr

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 07 
'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a880);
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3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 48aa);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 48261''

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN ROKAN HILIR
dan

BUPATI ROI(AN HILIR

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

KECAMATAN BAGAN.SINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN

BALAI JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan F{ilir'

3.

4.

5.

6,

pemerintahan Daerah adalah Penyeienggaraan urusan nemelintahan oleh

pemerintahdaerahdanDPRDlnenurutaSaSotonomidantugas
pembantuandenganprinsip.otonomiseluas-luasnyadalamsistemdarr
prinsip Negara x"E*trr"r-, Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-U"a"'go"sarNegaraRepubliklndonesiaTahun1945.
pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai ul1sur

penyelenggaraan pemerintahan daerah'

Bupati adalah BuPati Rokan Hilir'

Kecamaatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Rokan Hilir

camat adalah pemimpin dan koordinator penyelengaraan pernerintahan

cli wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan kewenangan perierintahan dari bupati/walikota u*tul<

rrenangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan t'ugas

umum Pemerintahan'

Kelurahan adalah wilayah ker.la lurah sebagai perangkat Daerah

I(abupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan'

2.
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8.

9.

Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asil usul dan adai istiadat setempat yang diakuj

dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten'

lremerintahan Kepenghuluan adaiah penyelenggaraan urusall

pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghulaan dan Badan

Permusyawaratan Kepenghuluan dalam mengatur dan mengguru s

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dih-ormati daiam sistem pemerintahan negara

Kesatuan RebuPlik Indonesia'

i0, Pemerintah l(epenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat I{eperrghuluan

sebagai unsur penyelen ggara Pemerintahan Kepenghuluan.

(2)

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bagansinembah Raya

clan Kecamatan Balai JaYa'

Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada av-at (l)

makl Wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 17 Kecamatan yaitu :

a, I(ecamatan Bangko;
b. Kecamatan Rimba Melintang;
c, Kecamatan Tanah Putih;
d. Kecamatan Kubu;
e. Kecamatan Bagan Sinembah;
f, Kecamatan Sinaboi;
g. i(ecamatan Pasir Limau KaPas;

h. Kecamatan Pujud;
i. Kecamatan SimPang Kanan;
j Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;

i. Kecamatan Bangko Pusako;
l. Kecamatan Batu HamPar;
rr. Kecamatan Rantau KoPar;

n. Kecamatan Pekaitan;
o. Kecamatan Kubu Babusalam;
p. Kecamatan Bagansinembah Raya; dan

q Kecamatan Balai JaYa'

Pasal 3

Kecamatan Bagansinembah Raya berasal dari sebagian Wiiayah Kecamatan

ii"g^" ilnembJh, terdiri da1 1t-as 
wilavah :

a. Relurahan Bagansinembah Kota;

il, t<.p.ttghuluan Bagansinembah;
;, K;;."ih.rlru't Haiapan Makmur Selatan;

d. Kepen[hrrlrutt HaraPan Makmur;

e, Kepen[hrlrrr., Makmur JaYa;

f. KePenghuluan Salak;
g X"p"tlhrrlr"n Panca Mukti;
i ri"b""fhrrtrrtt Bagansinembah Timur;

;. [";""[r,rlr.., Bagansinembah Utara;

j. f.p.r',[f,riuan Bagansinembah Barat;
'x. ri"'p."!hulu"n Bagansinembah Jaya;

1. rcepenlhuluan Sukajadi JaYa; dan

-. t<"p.t lhrlr.t Ampaian Rotan Makmur;
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Pasal 4

I(ecamatan Balai Jaya berasal dari sebaglan Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah

terdiri dari atas wilaYah :

a. I(elurahan Balai JaYa Kota;

b. Kelurahan Baiam SemPurna Kota;

c. Kepenghuluan Balam JaYa

d. Kepenghuluan Balai JaYa;

e. Kepenghuluan Balam SemPurna;

f. Kepenghuluan Bagan Bhakti;
g, KepenghuluanKencana;
h. Kepenghuluan Pasir Putih;
i. Kepenghuiuan Pasir Putih Utara;

J Kepenghuluan Pasir Putih Barat ; dan

k, Kepenghuluan Lubuk Jawi;
L Kepenghuluan Balam Sempurna Jaya;

m. Kepenghuluan Balam Sejahtera; dan

n. Kepenghuluan Pasir Putih JaYa'

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai

Jaya-, maka Kecamatan Bagan sinembah terdiri atas wilayah :

a. Kelurahan Bagan Batu Kota;

b. I(elurahan Bahtera Makmur Kota;

c, Kepenghuluan JaYa Agung;

d, I(epenghuluan Suka Maju;
e. Kepenghuluan Pelita;

f, I{epenghuluan Bakti Makmur;
g. KepenghuluanGelora;
h. Kepenghuluan Bahtera Makmur;

i. Kepenghuluan Meranti Makmur;
j Kepenghuluan Bagan Batu;

t Kepenghuluan Bagan Manunggal;

i. I(epenghuluan Bagan Sapta Permai;

m, KePenghuluan BhaYangkara JaYa;

n, KePenghuluan Jadi Makmur;

o, KePenghuluan Murini Makmur;

p, KePenghuluan Bakti JaYa

q Kepenghuluan Bagan Makmur; dan

r. I(epenghuiuan Baganbatu Barat'

Pasal 6

(l)KecamatanBagansinembahRayamempunyaiBatasWilalzahl
a. Sebelah utara berbatas dengan l(ecamatan Kubu dan I(ecamatau

SimPang Kanan;
b, Sebeiah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bagan sinembah;

c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan

Kecamatan SimPang Kanan;

d. sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Balai Jaya.
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ん Kecamatan Balai Jaya mempunyai Batas Wilayah :

a, Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatau

Bagansinembah RaYa;

b. sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Pujud;

c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan

Kecamatan Bagansinembah RaYa;

d, Sebelah Timur Lerbatas dengan Kecamatan Bangko Pusako'

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam

peta yang merupakL bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan

Daerah ini.

Penetapan Batas wilayah Kecamatan Bagansinembah Raya dan

Kecamatan Balai Jaya secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Bagansinembah Raya berkedudukan di Kepenghulualt

Makmur JaYa,

Pasal 8

Ibu Kota Kecamatan Balai Jaya berkedudukan di Kepenghuluan Balai Jaya'

BAB III
PEMERINTAHAN

Pasal 9

Untuk memimpin Salannya pemerintahan di Kecamatan Bagansinembah Raya

clarr Kecamatan Baiai Jaya, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi persyaratan, y"ang clitetapkan melalui Keputusan Kepala

Daerah.

Pasal 10

Camat melaksanakan rlan memimpin lalannya Pemerintahal I(ecamatau

dibantu oreh unsur staf sesuai dengan peraturan Daerah tentallg Susunar-i

organisasi dan Tata Ker;a Kantor Keclamatan Kabupaten Rokan Hilir'

BAB ry
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

PembiayaanyangdiperlukanakibatpembentukanKecamatan
RayadanKeca,n",t,.,BalaiJaya,dibebankanpadaAnggaran
eeianja Daerah Kabupaten Rokan Hilir'

Pasal 12

Sernentara menunggu kesiapan prasarana sebagai tempat Petryelenggaraall

pemerintahan Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya'

Pernerintah Daerah mempersiapkan tempat Sementara yang dinilai memadaj

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan'

(3)

(4)

Bagansinernbah
PendaPatan datr



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasa1 13

Peraturan Dacrah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan

含ξttt漱、ettTi∬驚ぶλ春計」批h電器脱素:Lfttilndangan

Ditetapkan di BagansiaPiapi
pada tangga二14 Pebruari 2914
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Diundangkan di BagansiaPiaPi
pada'tdnggal 14 Pebruart 2O14
' sEBflrrenls DAERAH,
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